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KASUS KAPAL MOROWALI

APBD 2007, Tak Ada Anggaran Prusda

PALU, MERCUSUAR -
Mantan Ketua DPRD Mo-
rowali, Zainal Abidin Ishak
mengatakan, pada APBD
tahun 2007 tidak ada pen-
ganggaran untuk Perusa-
haan Daerah (Prusda) Mo-
rowali.

Keterangan itu berbeda
dengan keterangan saksi-
saksi sebelumnya, yang
menyatakan bantuan dan
penyertaan ke Prusda di-
anggarkan dalam APBD
Morowali 2007.

Hal tersebut dikatakan
Zainal Abidin Ishak saat
bersaksi di Pengadilan Ti-
pikor Palu, terkait kasus
dugaan korupsi penyer-
taan modal Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Mo-
rowali pada Prusda untuk
pengadaan kapal, dengan
terdakwa Khaironi F Cadda,
Selasa (3/12/2013).

Bahkan saat ditunjukan

Peraturan Daerah (Perda)
nomor 1 Tahun 2007 ten-
tang APBD Morowali 2007,
saksi tetap berkeyakinan ti-
dak ada. “Setahu saya tidak
ada,” tutur Zainal Abidin
Ishak.

Ditanya mengapa bisa
ada anggaran untuk Prusda
dalam APBD 2007, saksi
mengaku tidak mengeta-
huinya. £

Mendengar keterangan
saksi, Majelis Hakim men-
gatakan ada pihak yang ber-
bohong dalam hal tersebut,
hingga menjadi tugas jaksa
mengungkapnya. “Notulen
rapat DPRD (tahun 2007)
harus disita,” imbau Ketua
Majelis Hakim Rommel F
Tampubolon SH.

Diakui Zainal Abidin
Ishak, saat pembahasan
APBD 2007 terjadi per-
debatan terkait bantuan

dan penyertaan ke Prusda

Morowali, sehingga tidak
dibahas. “Dibahas nomen-
klatur pemberian bantuan
UKM. Bantuan UKM nanti-
nya dititipkan dan penya-
lurannya oleh Bank Sulteng. .
Namun kenyataannya, per-
jalanannya tidak demikian,”
kata Zainal.

Dijelaskannya, DPRD Mo-
rowali tidak menyetujui
bantuan dan penyertaan
modal ke Prusda, karena
Prusda Morowali belum
memiliki landasan hukum,
yakni perda.

Selain itu, keberadaan.
kapal tersebut bukan mem-
bantu daerah, tapi akan
membebani daerah. Apa-
lagi jalan darat saat itu su-
dah mulai dapat dilalui.
“Pembelian kapal ini tidak
proporsional dan bukan ke-
butuhan. Ini sudah dibahas
dengan teman-teman (ang-
gota DPRD),” bebernya.ack




